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Abstrak 
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam 
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Pengadilan Negeri Takalar. 
Pengambilan judul tersebut bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan 
pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam 
Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Bagaimana 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual Pada Anak di Pengadilan Negeri Takalar. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan yaitu (deskriptif kualitatif resarch field) dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yaitu penelitian yang mengkaji pendekatan Syariah 
Islam seperti Al-Quran dan Hadits yang relevan, yaitu masalah utama dengan pendapat para 
sarjana dan ahli hukum. Serta pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan yang digunakan 
untuk mempelajari masalah berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan 
lainnya. Dalam hal ini rancangan undang-undang mengacu pada Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya, 
untuk mendapatkan data tentang masalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah Observasi, Dokumentasi, Wawancara. Kemudian data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dan disimpulkan. 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.  
 
Abstract 
This study discusses the Review of Islamic Law Against Judges' Decisions in Crimes of Sexual 
Violence in Children in the Takalar District Court. Taking the title intended to answer some 
of the questions raised in the subject matter of this thesis is How Legal Protection of Children 
Victims of Sexual Violence. How Judges Consideration in Dropping Decisions Against 
Criminal Acts of Sexual Violence on Children. How to Review Islamic Law Against Judges' 
Considerations in Criminal Acts of Sexual Violence Against Children in the Takalar District 
Court. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with 
research used in the discussion of shar'i, namely discussions that examine using Islamic 
sharia such as the Al-Qur'an and hadith that are relevant to topics related to research on 
scholars or fuqaha. Juridical official statement, which is about what is used to study the 
problem based on the provisions in force in laws and other regulations. In this case the draft 
law establishes the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the applicable legal 
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basis. Next, to get data about this problem, the data collection methods used are Observation, 
Documentation, Interview. Then, the data obtained is then analyzed and concluded. 
Keywords: Criminal Acts, Sexual Violence, Children. 
 
 
A. Pendahuluan  
Lingkungan memiliki peran aktif yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. 
Untuk itu kita membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan 
orang-orang di sekitar yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam perkembangan mereka. 
Perlindungan anak-anak juga ada dan pemerintah dibentuk untuk menangani kekerasan 
seksual. Meskipun UU Perlindungan Anak telah diberlakukan, para pelaku masih berani 
melakukan kejahatan mereka.1 
Anak-anak adalah aset negara yang memiliki aspirasi dan harapan untuk pembangunan 
bangsa ini. Jadi anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari orang 
tua, keluarga, komunitas dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam 
arti sempit, yaitu tindakan yang bersifat fisik, tetapi mencakup banyak aspek perilaku 
lainnya, seperti pelecehan psikologis dan penghinaan. Jika kekerasan seksual hanya 
ditafsirkan secara sempit untuk bertindak dengan kekerasan dan menindas, tidak 
mengherankan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terjadi pada anak-anak yang lolos 
tuntutan pengadilan.2 
Fenomena yang telah menjadi perhatian masyarakat sejak lama dan bahkan masyarakat 
luar, yaitu menyangkut tindakan kekerasan seksual terhadap anak.3 Bahkan kekerasan 
seksual paling banyak dialami oleh anak-anak dan yang paling mengerikan adalah 
pemerkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang 
tinggi dan bahkan dianggap sangat merendahkan martabat manusia.  
                                                   
1M.Nasir  Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2013).h.11. 
2 Anastasia Hana Sitompul,  Kajian Hukum Tentang Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
di Indonesia, vol. IV no.1 (januari-maret 2015), h.46-47. 
3Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, (Bandung: PT.Alumni, 2006), h. 8.   
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Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan: "Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam konteks 
pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat mereka".  
Dengan demikian, orang tua dan setiap orang dewasa dan negara bertanggung jawab 
untuk memenuhi hak-hak dasar ini. Rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan 
diarahkan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik fisik, 
mental, spiritual dan sosial.4 
Islam memberikan apresiasi dan perlindungan yang sangat tinggi terhadap hak hidup 
anak-anak baik saat masih dalam kandungan dan telah dilahirkan. Allah SWT 
menekankan larangan membunuh jiwa manusia, baik anak sendiri maupun orang lain. 
Hal itu seperti yang dinyatakan dalam QS Al-An’am/6:15 
 ١٥َعِظْيم   قُْل اِن ِْيْٓ اََخاُف اِْن َعَصْيُت َرب ِْي َعذَاَب يَْوم  
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami 
akan memberi riski kepadamu dan kepada mereka”.5 
Hukum sebagai dasar yang dapat digunakan dalam mengungkap masalah terkait upaya 
penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, ini dapat bertujuan untuk menciptakan 
rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terutama anak-anak yang 
menjadi korban. 
Beberapa korban anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, pada anak-anak tampak 
pemalu, membenci diri mereka sendiri dan bahkan mengalami depresi, sehingga untuk 
mengatasi perasaan ini, mereka menggunakan narkoba, dan beberapa bahkan melukai 
diri mereka sendiri, untuk mengekspresikan rasa sakit mereka. Hasilnya akan 
menyebabkan gangguan mental yang disebut "stres pasca-trauma". Bahkan ada hak 
anak-anak sebagai korban untuk menerima bantuan medis dan bantuan rehabilitasi 
psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh 
                                                   
4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,”dalam Perlindungan Anak.  
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 
1996). h.102.  
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psikolog kepada korban yang pernah mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya 
untuk memulihkan keadaan mental korban.6 
Karena anak-anak adalah masa depan, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, 
anak muda saat ini adalah pemimpin masa depan, untuk membentuk mental yang kuat, 
anak harus dididik oleh ibu yang kuat, tangguh dan kompeten. Islam juga memandang 
pentingnya mengembangkan anak-anak sebagai calon masa depan melalui peran 
keluarga dan masyarakat dan negara. Pandangan komprehensif ini adalah hukum dan 
juga dalam praktik sehari-hari.7 
Faktor korban penting untuk dapat menyelesaikan atau menyelesaikan kasus 
pemerkosaan, ini membutuhkan keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang 
terjadi kepada polisi, karena secara umum korban diancam dengan pemerkosaan dari 
pelaku dan ini membuat korban takut dan trauma. 
Islam menerapkan dan menganut prinsip kesetaraan di depan hukum dan perlindungan 
hukum tanpa diskriminasi yang begitu jelas dan tegas. Agama dengan tiga pilar, yaitu 
Islam, iman, dan kepercayaan, Syariah dan moral murni untuk kemanusiaan. Karena itu, 
setiap ketentuan agama termasuk hukum pidana bersandar pada pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan mereka.8 
Karena itu, korban kekerasan seksual sangat membutuhkan simpati yang dapat 
menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka, agar untuk memberikan 
perlindungan hukum yang maksimal bagi mereka. Masalahnya adalah sejauh mana 
perlindungan hukum yang akan memberikan korban kekerasan seksual yang dimainkan 
oleh negara dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban perlakuan tersebut.  
 
 
B. Metode Penelitian  
                                                   
6Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, ( Jakarta: Sinar Grafika 2011), h.42. 
7M.Nasir Djamil,  Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika 2011),h.42. 
8Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Inani Pers, 2003),h.74-75. 
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Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field kualitatif research). Penelitian 
kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriftif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini 
bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama peneliti turun dan 
meninggalkan lapangan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep 
hukum positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma 
tertulis, yang dibuat dan diberlakukan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan 
meninjau hukum sebagai sistem normatif yang otonom, independen, tertutup, dan 
independen dari kehidupan masyarakat yang nyata.9 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual 
Perlindungan anak adalah semua upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, 
dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindakan pelecehan, eksploitasi dan 
penelantaran untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak 
secara alami, baik secara fisik maupun mental secara sosial.10 
Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 adalah semua 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka sehingga 
mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan martabat manusia, dan menerima perlindungan dari kekerasan dan 
                                                   
9 Muh fitra dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi 
Kasus,(Jawa Barat: CV Jejak, 2017),h.44. 
10Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),h.25. 
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diskriminasi.11 
Dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual perlu adanya 
sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam menerapkan perlindungan anak 
korban kekerasan seksual ini dibutuhkan perhatian besar dari semua pihak yaitu: 
a. Negara 
Dalam hal ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab penuh untuk kepentingan 
rakyatnya, termasuk dalam hal ini memastikan masa depan anak-anak, sebagai 
generasi penerus. 
b. Individu dan Keluarga 
Orang tua merupakan orang yang pertama melindungi anaknya dari bahaya 
kekerasan seksual. Bagi orang tua harus mengenali tanda-tanda apabila anak 
memiliki perubahan tidak biasanya. Bagi orang tua harus memiliki hubungan dekat 
dengan anak sehingga bisa mengenali perubahan anak. Langkah yang paling efektif 
adalah memposisikan diri sebagai sahabat anak agar anak lebih terbuka dengan 
kesehariannya. 
c. Masyarakat  
Perlindungan yang dapat diberikan masyarakat adalah dengan memperhatikan aspek 
pencegahan, yang melibatkan warga dan juga anak-anak, yang bertujuan melindungi 
anak dari tingkat yang terendah. Seperti mengajarkan untuk mengenali, menolak dan 
melaporkan apabila terjadi ancaman kekerasan seksual. Kemudian selain itu 
masyarakat juga mempunyai peran penting untuk memulihkan kondisi kejiwaan 
korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak memberi penilaian buruk bagi 
korban.  
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual Pada Anak 
Putusan hakim dalam menghukum terdakwa untuk melihat terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. 
                                                   
11UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 
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Keadaan yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan trauma bagi anak korban pr.Nurlela. 
 Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan 
 Terdakwa yang memiliki inisiatif terlebih dahulu melakukan perbuatan dan 
menyuruh lk.Sudirman dan lk.Hamsar untuk ikut melakukan perbuatan tersebut. 
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
 Terdakwa menyesali perbuatannya 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman kejahatan, ia juga harus dibebani 
untuk membayar biaya pengadilan. 
Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang 
perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah 
diubah dengan UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah dalam 
pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, serta hukum dan peraturan 
lain yang berkaitan dengan kasus ini. 
MENGADILI 
a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana ”Dengan Ancaman Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan 
Dengannya”. 
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
e. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan memiliki lengan 
berwarna abu-abu 
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 1 (satu) lembar celana trening warna hitam bergaris pinggir warna putih  
 1 (satu) lembar kemeja dalam warna putih bergaris biru 
 1 (satu) lembar jilbab polos berwarna merah 
 1 (satu) lembar Bra (BH) polos warna biru 
 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange bermotif bunga-bunga 
 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor imei 
3536340903366768/01. 
f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu 
rupiah). 
Demikian diputuskan dalam persidangan musyawarah Hakim Pengadilan Negeri 
Takalar, pada hari Selasa, 7 Mei 2019, oleh kami, Dr.Amirul Fakih Amza, SH.MH., 
Sebagai ketua hakim, Nurachman Fuadi, SH.MH., Ria Handayani, SH masing-masing 
sebagai hakim anggota, diucapkan dalam audiensi publik pada hari Rabu, 8 Mei 2019 
oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Ftahuddin, SH, 
Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Takalar, dan dihadiri oleh M. Rheza Prasetya, 
SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum mereka. 
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Pengadilan Negeri Takalar 
Hukum Islam adalah aturan yang mengikat semua Muslim. Semua orang yang 
mengatakan syahadat harus mematuhi dan menerima konsekuensi dari hukum Islam. 
Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, baik di bidang ibadah, 
muamalah, siyasah, jinayah, hubungan antar manusia dan sebagainya. 
Indonesia sebagai negara hukum, memuat hukum Islam yang diyakini memiliki koneksi 
dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang 
berasal dari wahyu kemudian dirumuskan menjadi produk pemikiran hukum dalam 
bentuk fiqh, fatwa, hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan).12 
                                                   
12Supardin. Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer. Jurnal Al-Qadau Vol. 5 No.2 
(Deseber 2018).h 251.  
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 Lebih jauh, dalam menetapkan hukum Syariah 'mayoritas pemimpin Muslim telah 
sepakat bahwa dasar untuk mengambil hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia 
dan urutan penggunaan argumen adalah Al-Quran pertama, Al-Sunnah kedua, Al-Ijma 
ketiga 'dan empat Al-Qiyas. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan  umatnya 
untuk melaksanakan amalan baik terhadap sesama manusia yaitu Al-Quran dan Sunnah 
Nabi saw. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam surat Qs. An Nur/24:30 yang 
berbunyi: 
ْوا ِمْن اَْبَصاِرِهْم َوَيْحفَُظْوا فُُرْوَجُهْمْۗ ٰذِلَك اَزْ  َ َخبِْير   ُهْمْۗ اِن  ٰكى لَ قُْل ِل ْلُمْؤِمنِْيَن يَغُضُّ  ٣٠ بَِما َيْصنَعُْوَن  ّٰللاه
Terjemahnya: 
“Katakanlah kepada mereka laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lenih suci 
bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalin perbuat”.13 
Subtansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga 
aurat yang merupakan pintu masuk bagi kekerasan seksual atau pelecehan seksual. 
Karena sesunggunya Allah maha melihat apa yang hambanya perbuat.  
Selain Al-quran dan hadis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara harus 
mempertimbangkan sebagi berikut: 
a. Ijma 
Perjanjian atau persetujuan pendapat para ahli tentang suatu masalah di suatu tempat 
pada suatu waktu. Dalam editor yang lebih sederhana, ijma 'adalah konsensus para 
ulama mengenai hukum sesuatu atau peristiwa nyata. Ijma 'dalam konteks hukum saat 
ini cukup sulit untuk diterapkan, mengingat keragaman budaya, asal-usul, pemikiran, 
dan realitas sosiologis lainnya, sulit bagi para sarjana untuk mencapai ijma tertinggi' 
sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama sebelumnya ketika struktur dan dinamika 
masyarakat masih ditandai dengan homogen.  
 
b. Qiyas 
                                                   
13Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahan (Semarang. PT.Karya Toha Putra 
Semarang,1996). 
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Dalam bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi yaitu menyamakan hukum 
suatu hal atau peristiwa yang tidak memiliki ketentuan dalam Al Qur'an dan Sunnah 
Nabi dengan hal atau peristiwa lain yang sudah memiliki hukum, karena antara dua ada 
illat umum (sebab atau alasan). 
a. Istidal 
Yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berbeda. Misalnya, menarik kesimpulan 
dari norma hukum adat dengan Syariah. Norma hukum adat yang lazim di masyarakat 
dan tidak bertentangan dengan syariat, maka garis hukum dapat ditarik menjadi salah 
satu ketentuan dalam hukum Islam. 
b. Maslahah al mursalah 
Maslahah al mursalah penemuan hukum atas suatu hal atau peristiwa nyata yang tidak 
terkandung dalam Alquran dan Sunnah berdasarkan pertimbangan kepentingan 
masyarakat atau kepentingan publik. 
c. Urf (adat istiadat) 
Urf atau dikenal sebagai kebiasaan adalah kebiasaan, nilai-nilai kebijaksanaan, dan 
kepercayaan yang dipegang oleh suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.  
 
D. Penutup 
Perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 adalah semua kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat 
manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak 
dalam putusan Nomor. 37 / Pid.Sus / 2019 / PN Tka menyatakan bahwa terdakwa 
Jafaruddin Dg. Ngalle Bin Mattapuang Dg.Nassa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah karena melakukan kejahatan "Dengan Ancaman Memaksa Anak-Anak untuk 
Berhubungan Seks dengannya." Dan oleh karena itu menghukum terdakwa penjara 
selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika 
denda tidak dibayarkan kemudian diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. 
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Menentukan periode penangkapan dan penahanan yang telah dilayani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana. Dan memutuskan bahwa terdakwa tetap 
dalam tahanan. 
Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana 
kekerasan seksual pada anak sudah sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Al-Quran 
dan Al-Sunnah kemudian selain daripada Al-Quran dan Hadist hakim juga  tidak lepas 
dari yang namanya Ijma’ dan Qiyas. 
Kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh penerima atau 
korban dan mengakibatkan mengganggu dan merusak diri mereka sendiri terhadap 
penerima kekerasan seksual, perilaku dan tindakan dapat diklasifikasikan sebagai 
tindakan kekerasan seksual seperti paksaan aktivitas seksual. , pernyataan sederhana 
yang berorientasi seksual dan seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, dan ucapan 
atau perilaku yang berorientasi seksual, tindakan ini dapat disampaikan secara langsung 
atau tidak langsung (secara implisit). Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap kata 
dan tindakan yang memaksa tindakan, perilaku, gerakan seksual terhadap anak-anak dan 
membuat anak-anak menjadi korban kekerasan seksual yang merasa tidak nyaman, 
trauma, takut, tertekan atau terluka secara fisik. 
Perlu adanya sosialisasi penyuluhan hukum yang dilakukan dalam masyarakat mengenai 
tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar masyarakat lebih mengawasi anak-
anaknya dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungannya. Perlu adanya 
pengawasan yang ketat dari orang tua terhadap anaknya agar tidak terjadi kekersan 
seksual. Karena orang tualah  yang bisa mengetahui perilaku anaknya. Perlu adanya 
pemahaman masyarakat mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. 
Agar masyarakat tidak lagi mengungkit dan mengucilkan anak korban kekerasan seksual 
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